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Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor
25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami
telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Cilacap. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan
Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah
penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang
holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Teformasi
birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih
dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan
pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bértujuan untuk
memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi
birokrasi di lingkungan Pemkab Cilacap.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi
adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemkab Cilacap tahun 2020 adalah 68,28 dengan
kategori "B”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No. Komponen Penilaian Bobot | 2020 |
| A. | Komponen Pengungkit 1
: I. Pemenuhan 20,00 | 11,32 |
‘{ Il. Hasil Antara Area Perubahan 10,00 6,08 |

Ill. Reform 3,00 16,32
“Total Komponen Pengungkit 60,00 [ 3371

B. | Komponen Hasil il

1. | Akuntabilitas Kinerja dan Keuanga71 B 10,00 8,17

2. | Kualitas Pelayanan Publik ] 11000 | 880

3. | Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 9,13

4. | Kinerja Organisasi 10,00 8,47

___ Total Komponen Hasil [ 40,00 | 3457

Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil) | 100,00 68,28
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2. Berikut hasil antara dari masing-masing leading sector yang telag diterima oleh
Kementerian PANRB:

| 1. | Kualitas Pengelolaan 0-100 92,11 (AA) Arsip Nasional
Arsip o | | Republik Indonesia
| 2. | Kualitas Pengelolaan 0-100 0 (Kurang) | Lembaga Kebijakan
f Pengadaan Barang dan | Pengadaan
| Jasa Barang/Jasa
[ Pemerintah Republik
Indonesia i
3. | Profesionalitas ASN 0-100 73,4 (Sedang) Badan Kepegawaian
Negara
| 4. | Maturitas SPIP 0-5 3,038 Badan Pengawasan
| Keuangan dan
' | | ~Pembangunan
5. | Kapabilitas APIP 0-5 3 Badan Pengawasan
Keuangan dan
| | Pembangunan
‘r 6. | Kepatuhan Terhadap 0-100 78,48 | Ombudsman Republik
‘ Standar Pelayanan Indonesia
Penyelenggara
l Pelayanan |

3. Berbagai rekomendasi perbaikan yantheIah kami sampaikan pada hasil evaluasi
tahun sebelumnya dan sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh Pemkab Cilacap,
sehingga telah terdapat perbaikan yang signifikan dalam penerapan reformasi
birokrasi.

4. Hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi

birokrasi adalah: -
a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dibangun di tingkat Pemkab dan OPD,

namun kondisi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat OPD belum
sepenuhnya berjalan optimal jika dibandingkan dengan tingkat Pemkab;

b. Monitoring dan evaluasi atas rencana aksi Reformasi Birokrasi belum
dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan Reformasi Birokrasi di
level OPD;

c. Evaluasi atas kinerja para Agen Perubahan baik di level Pemkab dan OPD
guna mengoptimalkan program manajemen perubahan;

d. Peta keterkaitan antara kebijakan baik yang sederajat atau peraturan yang
lebih tinggi belum sepenuhnya disusun;

e. Tindaklanjut atas Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 382 s.d 393 Tahun
2019 tentang Langkah Strategis dan Kongkrit Penyederahaan Birokrasi dan
Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum diterapkan
menyeluruh;

f. Belum disusunnya peta proses bisnis terkait penyederhanaan jabatan dan
belum dilakukannya evaluasi terhadap peta proses bisnis di beberapa OPD;

g. Penerapan E-Government dilingkungan Pemkab Cilacap belum sepenuhnya
optimal, seperti belum adanya Grand Design pengembangan SPBE dan

beberapa aplikasi belum terintegrasi;
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